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PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR J TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan
daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta
mewujudkan kemandirian daerah;

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
perlu diatur petunjuk pelaksanaan mengenai Pajak Hiburan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan.

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan, Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 80, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan



10.

1.

12.

Undang—Uﬁdang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 38511);

Undang-Ur'tdang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran! Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189),

\

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia ;Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Ur%dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) seb}agalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Updang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintar,lan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2098 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-U:!mang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan{Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan

Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 4438);

Undang-Ur!xdang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi I;Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan iPemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14
dan 15 (Be:rita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan bemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Norpor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia lNomor 4578);

Peraturan ;Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran %Negara Republik Indonesia Nomor 4737);




13. Peraturanj Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahén,Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011
tentangPajak Daerah,

15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Natuna;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Natuna;

17. Peraturan | Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Pengelolaan Keuangan
Daerah ata;ls Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN%l BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

©

10.

PAJAK HIBURAN.
| BAB |
- KETENTUAN UMUM
Pasal 1

|
turan Bupati ini yang dimaksud dengan :

yang

lembaga dan bentuk badan Iamnya termasuk kontrak mvestasu kolektif dan bentuk
usaha tetap. ‘

Pajak Hiburan yang selan;utnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan
hiburan. |

Hiburan adalah semua jems tontonan, pertunjukan, kegiatan olah raga, permainan
ketangkasan dan/atau keramalan yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
Subjek|Pajak adalah orang pnbadl atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

Waijib Pajak adalah orang pnbadl atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
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menjad| dasar bagi Waijib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak
yang tefutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali
bila wajjb pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa
pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkalan kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek
dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajlb pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak}Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat

pembayaran atau penyetor'an pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir aatau telah dllakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah suat
ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang.
Surat Ketetapan Pajak Dat?rah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah| surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlathekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daqrah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat ke;etapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah dltetapkan»

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah|kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daérah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah| surat ketetapan pajék yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
jumiah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
nya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda,
Surat Keputusan Pembetu!gn adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan
tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu
dalam |peraturan perundan-'undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah,. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah lﬁurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,
Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketetapan Pajak Daerah, ? Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
urat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau
gutan oleh pihak ket?ga yang diajukan Waijib Pajak.
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Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Waijib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan mformaS| keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau
jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk pericde Tahn*n Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti: yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan| bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta
menemukan tersangkanya.

| BAB Il
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

|
\
i
|
|

Pasal 2

Setiap penyelenggaraan hiburjan dengan dipungut bayaran, maka dipungut pajak
dengan nama Pajak Hiburan.

(1)
)

()

Pasal 3

\
Objek [Pajak Hiburan ada‘lah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut
bayaran.

Hiburan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Tontonan film; |

b. Pagelaran kesenian, ITIUSlk tari dan/atau busana;

¢. Kontes kecantikan

d. Kontes binaraga dan sejemsnya

e. Pameran ;

f. Diskotik, klab malam dan‘ sejenisnya,;

g. Karaoke keluarga

h. Sirkus, akrobat dan sulap;

i. Permainan bilyar, golf, bowling dan futsal;

j. Pacuian kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;

k. Panti pijat dan mandi uap/spa

. Refleksi danPusat kebugaran (fitnes centre);

m. Pertandingan olah raga; dan

n. Salon kecantikan

o. Kolam renang umum,

p. Arerja permainan anak.

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran
kesenian rakyat/tradls:onal 'dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya
tradisignal daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan (religius).




(1) Subjek
(2) Waijib H
hiburan.

Pasal 4

Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
ajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan

BAB il
ASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumiah yang diterima atau yang seharusnya

diterim
(2) Jumlah

oleh Penyelenggara Hiburan.
uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma diberikan kepada penerima jasa

hiburan

|
i
|
|
I

Pasal 6

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sfebagai berikut :

. Pagelar.
. Kontes

. Pamera

. Sirkus,
Permain
Pacuan
puluh pe
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. Tontonan film sebesar 20% (t[iga puluh persen);
n kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20% (dua puluh persen);

cantikan sebesar 20% (tiga puluh persen);

. Kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh lima persen);

sebesar 20% (dua puluh persen);

Diskotik, klab malam dan sejénisnya sebesar 20% (lima puluh persen);
. Karaoke [keluarga sebesar 10% (sepuluh persen)

robat dan sulap sebesar 20% (tiga puluh persen);

n bilyar, golf, bow|idg dan futsal sebesar 15% (lima belas persen);

uda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% (tiga
sen) |

rmainan anak sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Hiburan@ yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

dimaksud dalam Pasal 5, dengan rumus sebagai berikut :

sebagaimaawa dimaksud dalam’Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana

Besarnya

ajak = jumiah pembayaran/seharusnya dibayar x tarif pajak hiburan




| BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah di tempat penyelenggaraan
|

hiburan.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 10

Pajak yang |terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

(1)
)

@)

(1
2)

(3)

@)
()

| BAB Vi
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
. Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
}
| Pasal 11

Setiap Wajib Pajak waijib rrllengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan
lengkap serta ditandatangani oleh Waijib Pajak atau kuasanya disertai dengan
fampiranlampiran yang diperiukan.

SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk waijib pajak 1 (satu)
lembar untuk Dinas Pendapatan Daerah.

| Bagian Kedua
' Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

i
Pemungutan Pajak tidak qiborongkan.

Setiap Waijib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat
ketetapan pajak atau dilf.uayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Waijib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati
dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
karcis atau nota perhitungan.

Wajib Pajak yang menr;ienuhi "kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.




Pasal 13

Pajak Hiburan merupakan jenis ﬁajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak (self
assesment).

Pasal 14

dapat menerbitkan : |
B dalam hal : ’

(1) Dalam j}ngka waktu 5 (Iima): tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas

a. SKPD

1. jika berdasarkan hasil ﬁemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disambaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

3. jika kewajiban mengisi{ SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan. |

b. SKPDKBT jika ditemukan ;‘data baru dan/atau data yang semuia belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan

c. SKPDN jika jumiah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak| atau pajak tidak teru‘tang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumiah kekurangan pajak y‘ang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung| sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dikena’(an sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus
persen)|dari jumiah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dirq’aksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah [pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a jangka 3 dikenakan :sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari polfok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 15

Bentuk, isi| dan tata cara pengisian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.




Bagian Ketiga
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Pasal 16

(1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
a. pajak dalam tahun ben’ala{n tidak atau kurang dibayar:
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan Pembayaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau safah hitung; dan
C. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atay denda.

(2) Jumlah ekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sétiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima
belas) bujan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atay kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan

sanksi administrasi berupa b:unga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih
melalui STPD. ‘

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak
yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPD, SK DKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah merupakarfn dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
Jjangka wakty paling lama 1 (sat‘u) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan 'dapat memberikan persetujuan kepada Waijib Pajak untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan.

Pasal 18

diatur sebagai berikut :
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran :
(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke tempat pembayaran yang ditetapkan
tau kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.
p P i j isetor ke tempat pembayaran yang
(2) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dise qr ‘ an yang
ditetapkan, | Bukti pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Ben

Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 19

|
|

Wajib pajak dEpat mengajukan ﬁermohonan untuk mengangsur atau penundaan

‘ i berikut :
ajak dengan ketentuan sebagai beri . o
f‘?)mlg:r:\r:t?oﬁat disarrg\paikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepa

Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat c{ipertanggungjawabl:a(r;;) Kepala Dinas
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada aya ,

melakukan penelitian kepada W;ajib Pajak;




i

(3) Selambat-lambatnya 12 (dpa belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan
sebagaimana dimaksud paqa ayat (1), Kepala Dinas harus memberikan jawaban
kepada Wajib Pajak; |

(4) Apabila |setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas
tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan

(5) Apabila |permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran
pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas.

Pasal 20

Keputusan Pembetulan, Surgt Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang
tidak atgu kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat
Paksa.

(2) Penagihin pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundangundangan yang be}rlaku.

(1) Pajak y}ng terutang berda‘sarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat

| BAB Vil
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 21
(1) Waijib Pajak dapat mengajukafn keberatan hanya kepada Kepala Dinas atas suatu :
a. SKPD |

e. SKPDN; dan |
f. pemotongan atau pemuhgutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undahgan perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tehulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas. }

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kecuali jika Wajib Péjak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
sejumiah|yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenphi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), layat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga
tidak dipertimbangkan. |

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau tanda
pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti

Pasal 22

(1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, harps memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.




(2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah lewat dan Kepala

Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan. ’

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan
Pajak tethadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas.

(2) Permohanan banding sebagﬁimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 24

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua pers:en) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan. |

(2) Imbalan |bunga sebagaimanla dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan ditgmitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Waijib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif belrupa denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari
jumlah pajak berdasarkan kegutusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mquajukan permohonan banding, sanksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dikenakan. }

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Pu&usan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum méngajukan keberatan.

~ BABIKX
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 25

(1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan
pengurangan dan keringanan pajak.
(2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut :

a. permononan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan
dapat 'penanggungjawabk?n;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas

melakukan analisa ke!ayaka[n permohonan pengurangan atau keringanan pajak;




3)

permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas
emberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan

. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan

kepada Wajib Pajak pallng’!ambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan
diterima. !

Pemberian pengurangan atav.}: keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan
25% (dua puluh lima per seratus).
|

BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRATIF

Pasal 26

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang

)

)

. palin

. Kepal

ditunjuk dapat membetulkan SKPD SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang dalam penerbatannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan

. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda,

dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Waijib
Pajak |atau bukan karena kesalahannya,

. mengurangkan atau menl1batalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,

SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

. mengurangkan atau membatalkan STPD;
. membatalkan hasil pemenksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau

diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan

. Wajib| Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas;

. berdasarkan permohonan' sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas

melakukan pengkajian dan penelitian;

. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas;
lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan

atau ditolak. 1

. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d,

Kepala Dinas belum men?berlkan keputusan, maka permohonan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan

|




pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan
atau pembatalan ketetapaq pajak.

| BAB Xi
KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

| Pasal 27

|

(1) Hak untuk melakukan penadihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitunb sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib
Pajak melakukan tindak p:dana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila: w
a. diterbitkan Surat Teguran c?an/atau Surat Paksa; dan/atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak

langsung. r

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penaglhan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Paksa tefsebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Waijib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tldak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dapat diketahui dari penga;uan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan pen'nohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 28

(1) Piutang |pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
(3) Tata cara penghapusan plutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur sebagai
berikut :
a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah
kadaluwarsa;
b. berdasarkan laporan sebagaumana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan
keputusan penghapusan plutang pajak yang sudah kadaluwarsa; dan
¢. Kepala Dinas membentahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang
kadaluwarsa kepada Wajlb Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

| BAB XII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

(tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau

(1) Waijib Pzak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00
n.

pencata




(2) Tataca

pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

lebih lanjut sebagai berikut : {
a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;

dan
b. nera

sederhana menger{al laba rugi perusahaan.

Pasal 30

(1) Pembukuan sebagaimana diri'naksud dalam Pasal 29 harus dilakukan secara tertib,

teratur dan benar sesuai den

éan norma pembukuan yang beriaku.

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk

menghit

(1) Kepala
kewajiba
undanga

(2) Wajib P

ng besarnya pajak terutang.

 Pasal31

Dinas melakukan ﬁemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
N perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
N perpajakan daerah.

jak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak
yang terutang; i

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memb

(1) Dinas P

rikan keterangan yang diperlukan.

BAB Xilii

INSENTIF PEMUNGUTAN

i Pasal 32

ndapatan Daerah se!aku perangkat daerah yang melaksanakan tugas

pemungutan pajak diberikan msentlf atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Beilanja Daerah.

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapk:
berlaku.

PELAKS

dengan Keputusah Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang

BAB XIV
SANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
|

Pasal 33

(1) Pelaksa

aan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Hiburan

ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Dalam
dengan

elaksanakan tugasrftya Dinas Pendapatan Daerah dapat bekerja sama
rangkat daerah atau lembaga lain terkait.




Lampiran : Peraturan Bupati Natuna

Nomor
Tanggal :
1 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA SKPD No. Urut
DINAS PENDAPATAN DAERAH {SURAT KETETAPAN PAJAKDAERAH) \["T T T T ]
JL DKW. MOH. BENTENG NO. Masa Pajak
RANAI Tahun :
i
Tanggal Jatuh Tempo : ‘
NO. AYAT JENIS PAJAK DAERAH JUMLAH

(Rp.)

Jumlah Ketetapan pokok Pajak

Jumiah Sanksi: a. Bunga

b. Kenaikan

Jumlah Keseluruhan

Dengan huruf :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Riau Kepri) dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) '

»
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setefah lewat waktu paling fama 30 hari sejak SKPD ini
diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

ooooooooooo ) 99000000 00000000000000000000000000

An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Penetapan




|
|
|

'RINTAH KABUPATEN NATUNA No. SPTPD

NAS PENDAPATAN DAERAH Masa Pajak
. DKW. MOH. BENTENG NO. Tahun Pajak
RANA(
SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK HIBURAN
Kepada Yth :
NPWPD
Dl e
PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditjuﬁs dengan huruf CETAK
\

2. Setelah diisi|dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Dinas Pendapatan Daerah Kab. Natuna
paling lambat pada tanggal .............ioennnnne.

3. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan untuk
WP yang berdasarkan Official assesment dan denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment

}

1. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Hiburan yan 1. Pertunjukan Film 12. Golf
diselenggarakan 2. | Pagelaran kesenian, musik, tari 13. Bowling
dan/atau busana 14. Futsal
3. |Kontes kecantikan 15. Panti pijat
4. Kontes binaraga 16. Spa/mandi uap
5. | Pameran 17. Refleksi
6.  Diskotik atau klab malam 18. Pusat kebugaran
7.  Karaoke keluarga (Fitness centre)
8.  Sirkus, akrobat dan sulap 19. Pertandingan olah raga
9. Pacuan kuda atau kendaraan 20. Salon kecantikan
bermotor 21. Kolam renang
10. |Bilyar 22. Arena permainan anak
11. Arena permainan ketangkasan
2. Tarif yang berlaku : |
-Kelas ....... Rp. e,
-Kelas ....... 2] «
- Kelas ....... 134 « T ORI
3. Jumiah kegiatan rata-rata pada hari biasa s kali
Jumilah kegiatan rata-rata pada hari liburlminggu D et kali
4. Jumiah pen unjung rata-rata pada han biasa D e orang
Jumiah pengunjung rata-rata pada han libur/Minggu D rreessensenes orang
5. Jumlah meja / mesin D evereeeneneas buah
(Khusus untuk bilyard, permainan ketangkasan)
6. Jumlah kamar / ruangan | D e buah
(khusus untuk Panti Pijat, mandi Uap, karaoke)
7. Apakah perusahaan menyediakan karms bebas (free) kepada orang-orang tertentu :
; 1. YA
‘ 2 TIDAK
Jika YA, berapa jumiah yang beredar T eveeeererns buah
8. Penjualan karcis dengan mesin tiket
1. YA
2. TIDAK
9. Melaksanakan pembukuan / pencatatan
1. YA

2. TIDAK




|
|

|
2. DIISI OLEH PENGUSAHAIPENGELOLA HIBURAN SELF ASSESMENT

1. Jumlah Nila

Pajak dalam Tahun Pajak tertentu) :

a. Masa Pajak L+ | sidtgl................
b. Dasar Pengenaan (Per Bulan) RP. oottt
c. Tarif Pajak (sesuai Perda) 10 %

d. Pajak terhutang (b x c) RP. oo

Perolehan dan pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa

2. Jumlah Nilai Perolehan dan pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :

a. Masa Pajak TGl sidtgl...................

b. Dasar Pengenaan (Per Bulan) 1 o OO R

c. Tarif Pajgk (sesuai Perda) 10 %

d. Pajak terhutang (b x c) RP. oottt
3 DIISI‘ OLEH WP OFFICIAL ASSESMENT

a. Masa Pajzk i Tl sidtgl...................

b. Dasar Pengenaan (Nilai Perolehan RP. oot

4. SURAT PERNYATAAN

perundang-und
kami beritahuk

Dengan meny}:iari sepenuhnya akan

segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan
ngan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah
tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

........... ) @s4secucssncessrscetccssosasannace

Wajib pajak

5. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DISPENDA

1.
2. §

Diterima tangga
Nama Petugas
NIP

Tata cara pen%%ungan dan penetapan yang dikehendaki :

cial assesment (dlhltung dan ditetapkan oleh Pejabat Dispenda)
If assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)




-~ PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA SKPDKB
| DINAS PENDAPATAN DAERAH (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH No. Urut
JL DKW. MOH. BENTENG NO.  KURANG BAYAR) (T T TT]
! Masa Pajak :
RANA

| Tahun :

Nama |

Alamat

NPWPD

Tanggal Jatuh Tempo :

Berdasarkan P
lain atas pelaks:

Ayat Pajak
Nama Pajak
Dari pemeriksa
adalah sebagai
1 Dasar Pe
2 Pajak ya
3 Kredir Paj
a. Kom
b. Seto
¢. Lain
d.  Juml
4 Jumilah k
5 Sanksi A
a. Bun
b. Ken
c. Juml
6 Jumiah y

sal 9 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan
naan kewajiban :

n atau keterangan lain tersebutdn atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar
erikut ‘

genaan Rp.
g terhutang Rp.
ak:
ensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.
an yang dilakukan Rp.
lain Rp.

h yang dapat dlkredltkan (a+b+c) Rp.
kurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d) Rp.
ministrasi : |
a (Pasal 9 (1)) Rp.
ikan ( Pasal 9 (5) ) Rp.

h sanksi administrasi (a +b) Rp.
ng masih harus dibayar (4 + 5¢) Rp.

Dengan huruf :

PERHATIAN :

1. Harap peny

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) |

T:oran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Riau Kepri) dengan menggunakan

2. Apabila SKP
diterima, dik

ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini
nakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

|

An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Penetapan




RANAI

=~ PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
| DINAS PENDAPATAN DAERAH
JL DKW. MOH. BENTENG NO

SKPDN
(SURAT KETETAPAN PAJAK No. Urut
DAERAH NIHIL )
Masa Pajak : EDID
Tahun

Nama
Alamat
NPWPD

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan

lain atas pelaksanaan kewajiban :
Ayat Pajak |
Nama Pajak 3
Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumiah yang masih harus dibayar
adalah sebagal}enkut !
1 Dasar Pepgenaan | Rp.
2 Pajak yang terhutang 1 Rp.
3 Kredir Pajak:

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.

b. Setoran yang dilakukan ; Rp.

¢. Laindain | Rp.

d. STP (Pckok) Rp.

e. Jumlah yang dapat dlkredttkan (a+b+c+d) Rp.

Rp. NIHIL

4 Jumlah yang masih harus dibayar ‘2 -3c)

----------- ) Sevecissessnerensruertsstsrnssrres

An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Penetapan




|

= PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA SKPDKBT
: DINAS PENDAPATAN DAERAH (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH No. Urut
JL DKW. MOH. BENTENG NO. KURANG BAYAR TAMBAHAN) T I 11
RANAI \ Masa Pajak :
i Tahun :

Nama |
Alamat
NPWPD
Tanggal Jatuh Tempo :
Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang No. 18 Tahun 1897 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan

lain atas pelak

Ayat Pajak
Nama Pajak

1 DasarP
2 Pajak y
3 Kredir P

b.
c. Lai
d.
4 Jumiah
5 Sanksi £
a. Bu

anaan kewajiban :

i
|
i
|
!

ngenaan
g terhutang

aikan ( Pasal 9 (5) )

c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)

yang masih harus dibayar (4 + 5c)

ekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 — 3d)

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

n atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumiah yang masih harus dibayar

‘Dengan huruf

PERHATIAN :

4. Harap pen!

Jetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Riau Kepri) dengan menggunakan
Surat Seto:ian Pajak Daerah (SSPD)

2. Apabila SKPD ini tid

diterima, d

kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

ak atau kurané dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini

i

----------- ) sevsseanacrreacsoesace

An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
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— PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA SKPDLB
| DINAS PENDAPATAN DAERAH (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH No. Urut
JL DKW. MOH. BENTENG NO. LEBIH BAYAR) [T 11
RANAI } Masa Pajak M
1 Tahun

Nama |

Alamat \

NPWPD

Tanggal Jatuh Tempo :

Berdasarkan Psgsal 9 Undang-undang No 18 Tahun 1997 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan
lain atas pelaksanaan kewajiban : 1

Ayat Pajak
Nama Pajak

Dari pemeriksaan atau keterangan lain t'ersebut di atas, penghitungan jumiah yang masih harus dibayar
adalah sebagai|berikut

1 Dasar Pengenaan - Rp.
2 Pajak yang terhutang ‘ Rp.
3 Kredir Pajak:

a. Setgran yang dilakukan Rp.

c: Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang Rp.
akan datang / hutang pajak

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c) Rp.
4 Jumiah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d = 2) Rp.
5 Sanksi Administrasi :

a. Bunga(Pasal9(1)) Rp.

b. Kenaikan ( Pasal 9 (5) ) Rp.

¢. Jumlah sanksi administrasi (a +b) Rp.
6 Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5¢) Rp.

Dengan huruf :

PERHATIAN :

Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Mengeluarkan Uang (SPMU)

----------- ) "eessesersscecssscecsssannancasane
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INTAH KABUPATEN NATUNA

= PEMER \ STPD
% DINAS PENDAPATAN DAERAH (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) No. Urut
JL DKW. MOH. BENTENG NO Masa Pajak : (TT 1]
RANAI | Tahun
Nama
Alamat
NPWPD
Tanggal Jatuh Tempo :

Berdasarkan P
atau pemeriksa

Ayat Pajak
Nama Pajak

sal 7 dan Pasal 10 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan /
n atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Dari penelitian
sebagai berikut|:

tau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumiah yang masih harus dibayar adalah

1 Pajak yang kurang bayar Rp.
2 Sanksi Administrasi : j

a. Bunga (Pasal 10 (3)) i Rp
3 Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) Rp.

Dengan huruf :

PERHATIAN :

1. Harap peny
Surat Setor:

toran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Riau Kepri) dengan menggunakan
n Pajak Daerah (SSPD)‘

2. Apabila STR

D ini tidak atau kurang dlbayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini

diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

........... ) eseacscescscscasccnsscrssssencccns
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%3] PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ook DINAS |PENDAPATAN DAERAH S S P D 1
&Ly  JLDKW.MOH. BENTENGNO. LEMBAR
RANAI | (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
‘ TAHUN ...coocevvnrrnnnnnes
: Untuk arsip Wajib pajak
Nama |
Alamat |
NPWPD I U T 1 o N 6 ey I B
Menyetor berdasarkan : [ _|  SKPD [[] st [l LAN-LaN
] skeor  [] spieD
[] skeoks [ ]  SKPEMBETULAN
[] skeokeT [ ]  SKKEBERATAN
|
Masa Pajak : Tahun No. Urut :
. Jumlah
Ayat Jenis Pajak Rp.
| ]
I |
| ‘
[ 1 |
1
] |
Jumlah Setoran Pajak
Dengan huruf
Bendahara Penerimaan Khusus, | Diterimaoleh, | e 201..
?etugas Tempat pembayaran Penyetor

Tanggal

Tarj\da Tangan :
|

Nisidiisédsiiisisiiiiiiiiie

Nama terang




BAB XV
. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
Natuna ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan : di Ranai ‘
Pada tanggal: &t Jantars 2015

BUPATI NATUNA,

ttd &

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai. .
Pada tanggal : 9] Januan Qol2

SEKRETARIS DAERAH
, KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR ¢




